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Indonesia menaikkan target
penurunan emisi gas rumanh
kaca pada 2030 sebesar 31,89
persen dengan kemampuan
sendiri. Strategi-strategi
pencapaiannya menuai
keraguan.

NAM pekan menjelang Kon-

ferensi Perubahan Iklim Per-

serikatan Bangsa-Bangsa Ke-

27 (COP27) di Sharm el-Sheikh,

Mesir, Indonesia memperkuat
komitmeniklimnya melaluidokumen Kon-
tribusi yang Ditetapkan Secara Nasional
yang Ditingkatkan (Enhanced NDC). Per-
bedaan dengan Updated NDC yang dikir-
imkan ke sekretariat Konvensi Kerangka
Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC)
pada22]Juli2021 adalah meningkatnya am-
bisi penurunan emisi karbon, yakni de-
ngan kemampuan sendiri sebesar 31,89
persen dari sebelumnya 29 persen dan de-
ngan dukungan internasional 43,20 per-
sen darisebelumnya 41 persen.

Direktur Jenderal Pengendalian Per-
ubahan Iklim Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi
Dhewanthi tidak menjawab surat permo-
honan penjelasan yang Tempo kirimkan.
Namun dalam situs Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim disebut
kan Enhanced NDC yang disampaikan ke
sekretariat UNFCCC pada 23 September
2022 itu bertujuan memenuhi Keputusan
1/CMA.3 yang disepakati dalam COP Ke-
26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu. Ke-
putusan itu mengamanatkan setiap ne-
gara pihak meningkatkan target NDC agar
. selaras dengan skenario mencegah kenaik-
ansuhuglobal 1,5 derajat Celsius.

Peningkatan target tersebut diklaim
KLHK sejalan dengan Strategi Jangka Pan-
jang untuk Rendah Karbon dan Keta-
hanan Iklim (LTS-LCCR) 2050 menuju
emisi nol bersih pada 2060 atau lebih ce-
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pat. Dalam siaran pers pada Ahad, 2 Ok
tober lalu, KLHK menegaskan peningkat-
an target tersebut didasarkan pada pelb-
agai kebijakan mutakhir mengenai mitiga-
si perubahan iklim, antara lain percepat-
an penggunaan kendaraan listrik, peng-
gunaan biodiesel 40 persen (B40), peman-
faatan lumpur (sludge) nikel, serta strategi
penyerapan bersih sektor kehutanan dan
penggunaan lahan pada 2030 (FOLU Net
Sink 2030).

KLHK menyebutkan, selain perkem-
bangan di setiap sektor, perkembangan
kebijakan skala nasional mendasari peng-
hitungan peningkatan target penurunan
emisi hingga 2030. Kebijakan yang dimak-
sud adalah Peraturan Presiden tentang Pe-
nyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon un-
tuk Pencapaian Target Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional dan Pengen-
dalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pem-
bangunan Nasional. Aturan itu menga-

tur pasar karbon dengan mekanisme cap
and trade, pengimbangan emisi melalui
skema carbon offset, pembayaran berbasis
kinerja, pungutan pajak karbon, dan kom-
binasiskema yangada.

Perdagangan karbon di subsektor
pembangkit listrik tenaga uap digadang-
gadang sebagai program percontohan me-
lalui mekanisme cap and trade dan car-
bon offset, dan diperketat dengan pajak kar-
bon bagi PLTU yang jumlah emisinya tetap
berlebih. Pada awal 2022, Direktur Jende-
ral Ketenagalistrikan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana
mengatakan penerapan perdagangan kar-
bon di sektor pembangkitan tersebut ter-
maktub dalam peta jalan transisi energi
Indonesia menuju emisi nol bersih pada
2060. Rencananya saat itu skema ini diber-
lakukan pada1April 2022.

Pelaksanaan mekanisme perdagangan
karbon di sektor pembangkit listrik te-
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Pembanagkit Listrik Tenaga
Uap Cirebon, Jawa Barat,
April 2018.

naga batu bara tersebut ditunda berka-
li-kali. Terakhir, hanya berselang dua pe-
kan setelah KLHK mengumumkan per-
ubahan target penurunan emisi gas ru-
mah kaca itu, Menteri Koordinator Pereko-
nomian Airlangga Hartarto menyatakan
penundaan pemberlakuan pungutan pa-
jak karbon. "Untuk merealisasi komitmen
menurunkan gas rumah kaca, dan yang
diterapkan lebih awal adalah perdagangan
karbon ataupun pajak karbon, ditargetkan
berfungsi pada 2025," kata Airlangga, Ka-
mis, 13 Oktober lalu, saat membuka Capital
Market Summit & Expo.  _

Direktur Institute for Essential Services
Reform Fabby Tumiwa mengatakan
penambahan target penurunan emisi

sebesar 40 juta ton setara karbon dioksi-
da (CO,g) itu berasal dari penggunaan B40
dan kendaraan listrik. "Hal itu sesuai de-
nganrencana pemerintah disektor energi.
Pemerintah sudah menetapkan pada 2025
akan ada pencampuran penggunaan ba-
hanbakar nabatisebesar 40 persen,” ucap-
nya. Ia juga menyinggung rencana peng-
gunaan kendaraan listrik sebagai kenda-
raan operasional pemerintah yang disu-
sun sampai 2025. "Kalau targetnya diikuti
dan tercapai, penurunan emisi gas rumah
kaca mungkin tercapai," tuturnya.
Menurut Fabby, ada beberapa hal yang
harus diperhatikan. Dalam dokumen En-
hanced NDC secara gamblang disebutkan
bauran energi menggunakan B40 yang be-
rasal dari sawit. "Perlu dihitung emisinya
berasal dari mana, juga stoknya perlu di-
perhatikan,” katanya. Ia menambahkan,
sawit yang akan digunakan untuk bio-
fuel harus berasal dari lahan yang sudah

ada sehingga tidak perlu membuka lahan
baru. Selain menggunakan sawit, Fab-
by melanjutkan, pemerintah harus meli-
hat peluang lain dari tebu melalui perema-
jaan lahan-lahan izma dengan tanaman
tebu. "Atau menggunakan minyakjelantah
yang bisa diolah untuk bahan bakar naba-
ti," ucapnya.

Direktur Program Trend Asia Ashov
Birry mencermati hal yang sama. Menu-
rut dia, transisi energi melalui skema co-
firing dengan pelet kayu, seperti yang dila-
kukan di PLTU Indramayu, Jawa Barat, ti-
dakakan efektif menurunkan emisi. Selain
hanya terkesan menambah panjang usia
PLTU tua yang seharusnya bisa dipensiun-
kan, penggunaan pelet kayu hanya meng-
gantikan 5-10 persen pasokan batu bara.
"Pada akhirnya tetap akan mengkonsum-
si batu bara dalam jumlah besar dan me-
nambah jumlah emisi dari pembukaan hu-
tan untuk memenuhi bahan baku energi,"
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ujarnya.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyedi-
aan Tenaga Listrik 2021-2030, PT Perusa-
haan Listrik Negara (Persero) akan mene-
rapkan co-firing pada 52lokasi PLTU dise-
luruh Indonesia untuk memenuhi target
bauran energi dari energi baru dan terba-
rukan sebesar 23 persen pada 2025. Un-
tuk mencapai target tersebut, PLN mem-
butuhkan bahan baku biomassa hingga 14
juta ton per tahun. Guna memenuhi kebu-
tuhan bahan baku, strateginya adalah be-
kerja sama dengan badan usaha milik ne-
gara kehutanan, pertanian, dan perke-
bunan serta menggandeng swasta mem-
bangun hutan tanaman industri (HTI)
yang dikhususkan untuk energi (hutan ta-
naman energi).

- Kebijakan lain, seperti penggunaan kom-
por listrik bagi rumah tangga menengah ke
bawah, menurut Ashov, diambil sebagai
upaya pemerintah untuk menyerap kele-
bihan pasokan listrik. "Di Jawa ada kelebih-
an pasokan listrik sebesar 52 persen dan
masih akan ada tambahan lain seiring de-
ngan penambahan kapasitas PLTU hingga
2030. Di Sumatera pun terjadi cerita yang
sama," tuturnya. Menurut Ashov, kelebihan
pasokan tersebut lalu diatasi melalui kebi-
jakan penggunaan kompor listrik dan ken-
daraan listrik. "Sementara ini pemerintah
belum siap memensiunkan PLTU," ujarnya.

Menggenjot penggunaan mobil listrik
juga mendatangkan kutukan lain, yaitu
penambangan mineral besar-besaran un-
tuk memenuhikebutuhanbahan bakumo-
bil listrik seperti nikel dan aluminium. Se-
lain kebijakan itu tidak menyentuh kebu-
tuhan mendasar masyarakat, Indonesia
berisiko hanya menjadi penonton yang
cuma kebagian kotornya. "Yang harus di-
beri ruang besar adalah transportasi pub-
lik yang nyaman, yang jadi hak mendasar
masyarakat dan mampu mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi," kata
Ashov.

Ihwalkebijakan penggantian kompor el-
piji menjadi kompor listrik, Ashov berpen-
dapat rencana itu terkesan dipaksakan un-
tuk masyarakat menengah ke bawah yang
terbiasa menggunakan tabung gas 3 kilo-
gram. "Masyarakat yang harus menang-
gung karena daya listrik harus dinaik-
kan dan kelak membayar lebih mahal,"
ujarnya. Menurut Fabby Tumiwa, kebi-
jakan penggunaan kompor listrik menun-
jukkan pemerintah tidak memberi ruang

-untuk pelibatan masyarakat. "Bahkan ti-

96 - TEMPO - 23 Oktober 2022

dak ada survei sambungan listriknya me-
madaiatau tidak," ucapnya.

Menanggapi peningkatan target penu-
runan emisi dengan mengandalkan B40
dan biomassa dari pelet kayu, Kepala
Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjut-
an dan Penilaian Daur Hidup Badan Riset
dan Inovasi Nasional Nugroho Adi Sasong-
ko mengatakan pemerintah harus berha-
ti-hati. Menurut dia, penggunaan pelet
kayu ataupun limbah sawit yang memerlu-
kan pengolahan sebelum dapat digunakan
menjadi bahan bakar tidak dapat dihitung
sebagai proses nol emisi atau netral kar-
bon. "Sebab, pemrosesannya memerlukan
energi yang harus dihitung jumlah emisi-
nya,” katanya.

Thwal penggunaan campuran sawit un-
tukbiodiesel B40, ia mengatakan pemerin-
tahjuga harusberhati-hatimenghitung po-
tensi emisi yang terlepas dari lahan mua-
sal minyak sawit. "Carbon payback cap-
ture (periode penangkapan kembali kar-
bon) untuk perkebunan sawit adalah 50-
60 tahun," ucapnya. Senada dengan Nu-
groho, Ashov menuturkan, apabila sawit
itu berasal dari pembukaan hutan primer
dengan tutupan hutan yang masih sangat
rapat, besar kemungkinan Indonesia akan
memiliki utang karbon dari emisi-emisi
hutan tersebut.

Nugroho juga menyoroti pemodelan
perubahan iklim dari NDC yang bersi-
fat makro dengan data hitungan CO, dari
setiap kementerian. Dengan kondisi ba-
sis data yang masih belum kokoh, ia kha-
watir akan klaim hitungan 32 persen dan
43 persen yang bakal sulit diverifikasi. Pa-
dahal basis data menjadi hal penting ke-
tika KLHK menyatakan akan menguat-
kan Sistem Registri Nasional sebagai pen-
catatan karbon dan platform Satu Data
GRK. Ia menilai kesiapan Indonesia be-
lum cukup matang untuk membuat Sistem
Registri Nasional.

Padahal di negara-negara tetangga, tutur

Mobil listrik pada saat persiapan
pameran Periklindo Electric
Vehicle Show 2022 di JIExpo
Kemayoran, Jakarta, Juli 2022.

Nugroho, telah terbangun sistem registri
yang bahkan sudah terintegrasi produk per
produk yang telah dihitung jejak karbon-
nya beserta kode klasifikasi barang ekspor-
impor (HS code) untuk perdagangannya.
"Thailand pada 2002 sudah membangun
sekitar 4.000 basis data," ujarnya. Dalam
skenario perdagangan global, menurut dia,
basis dataini penting karena Organisasi Per-
dagangan Dunia (WTQ) dan Uni Eropa su-
dah berancang-ancang memberlakukan ba-
tasan (cap) karbon untuk setiap produk.

Program Officer Hutan dan Iklim Yaya-
san Madani Berkelanjutan Yosi Amelia me-
nyoroti pertambahan angka deforesta-
si dari sebelumnya hanya 325 ribu hektare
menjadi 359 hektare. Juga aksi-aksi pengu-
rangan emisi yang masih menitikberatkan
lahan konsesi HTI. Padahal, kata dia, ada se-
kitar 9,7 juta hektare hutan primer dengan
kondisi tutupan hutan masih sangat baik
yang tidak masuk peta moratorium izin
dan peta pencadangan untuk perhutanan
sosial sehingga rawan beralih fungsi. "Ke-
tika terjadi pembukaan hutan, tidak ada pe-
negakan hukum yang dapat diambil karena
alasnyatidak ada," ucapnya.

Yosi juga mempersoalkan strategi-
strategi pencapaian target NDC di sek
tor FOLU dengan pelbagai macam kebi-
jakan yang kerap berubah dan kurang-
nya transparansi kementerian. Menurut
dia, KLHK kerap mempublikasikan an-
gka-angka capaian yang fantastis tapi ti-
dak dapat ditelusuri atau diverifikasi di la-
pangan. Hal ini membuat capaian pengu-
rangan emisi gas rumah kaca terasa stag-
nan. "Penyusunan baseline projected sam-
pai 2030 pun sulit dilacak historinya," tu-
turnya. @piNIPRAMITA, YAZIS
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SUDAH dua kali target
penurunan emisi gas
rumah kaca dalam
dokumen Kontribusi yang
Ditetapkan secara Nasicnal
(NDC) Indonesia menuju
2030 diubah. Indonesia
mengirimkan NDC pertama
ke sekretariat Konvensi
Kerangka Kerja Perubahan
Iklim Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNFCCC)
pada 2016, sebelum
dilangsungkannya
Konferensi Perubahan
Iklim PBB Ke-22 (COP22) di
Kota Marrakesh, Maroko.
Tahun lalu, sebelum COP26
di Glasgow, Skotlandia,
Indonesia memutakhirkan
NDC itu dengan dokumen
yang disebut Updated
NDC. Lalu, pada Jumat,
23 Septemberlalu,
Indonesia mengirimkan
Enhanced NDC (NDC yang
ditingkatkan) ke sekretariat
UNFCCC.

Aksi Mitigasi dalam
Enhanced NDC 2022

SEKTORENERGI

1. Energi terbarukan

e Instalasi pembangkit listrik
energi baru dan terbarukan:
20.923 megawatt.

e Instalasi pembangkit listrik
tenaga surya atap: 15,483
megawatt.

e Biofuel: 18 juta kiloliter metal
ester asam lemak (FAME)
dari B40.

e Co-firing (mengganti
sebagian batu bara
dengan biomassa pada
pembangkit listrik tenaga
uap): 9 jutaton.
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2. Efisiensi energi

e Penghematan bahan bakar
minyak 71juta setara barel
minyak (BOE).

e Penghematan listrik 15,187
gigawatt-jam.

e Kendaraan listrik 15.197.000
unit.

e Penghematan energi
penerangan jalan 1,31juta
BOE.

e Penggunaan kompor listrik
18.1770.000 unit.

3.Bahan bakar rendah emisi

e Peralihan bahan bakar
minyak berangka oktan
(RON) 88 ke yang lebih
tinggi: 4.050.000 kiloliter.

e Peralihan dari minyak tanah
ke elpiji 8.247.000 ton.

e Gas alam terkompresi (CNG)
untuk transportasi publik
1,029 juta standar kaki kubik
per hari (MMSFCD).

e Pembangunan jaringan pipa
gas10jutajaringan.

4, Penerapan teknologi batu
bara bersihdan gasdi
pembangkit listrik: 27.487
megawatt.

5. Reklamasi pascatambang:
81.069 hektare.

Klaim capaian reduksi emisi 2016-2020

SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

1. Laju deforestasi

e Laju deforestasi untuk BAU 2013-2020 mengikuti
paduk Tingkat Rujukan Emisi Hutan (FREL),
yaitu 920 ribu hektare per tahun, yang terdiri
atas deforestasi tak terencana dan deforestasi
terencana.

e Untuk skenario CM1dan CM2, laju deforestasi tak
terencana diasumsikan lebih rendah sehingga
total deforestasi (terencana dan tak terencana)
tidak melebihi 450 ribu hektare per tahun.

e Laju deforestasi BAU 2021-2030 diasumsikan
menurun menjadi 820 ribu hektare per tahun,
sementara dalam CM1menjadi 359 ribu hektare
per tahun dan CM2 menjadi175 ribu hektare.

2. Degradasi hutan

e Menghindari degradasi hutan alam melalui
pengendalian penebangan liar dan peningkatan
produksi hutan tanaman dengan mempercepat
pendirian hutan tanaman dan meningkatkan
produktivitas.

3. Asumsi produksi kayu

e Ekstraksi kayu dari 20-35 meter kubik per hektare
menjadi 30 meter kubik per hektare pada 2050.

4. Rehabilitasilahan

e Peningkatan program rehabilitasi di lahan konsesi
seluas 11,5 juta hektare.

e Laju penanaman tahunan di hutan tanaman
industrimencapai 6,4 juta hektare pada 2030.

e Tingkat penanaman tahunan untuk rehabilitasi
lahan mencapai 5,6 juta hektare pada 2030.



Keterangan:

BAU: Business as usual,

Perubahan Target Pengurangan Emisi Gas'Rumah Kaca

;zndﬁiﬁéf::;?uggan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 2030
gt i 7 9 (jutaton setara CO2)
perubahan iklim Sektor
CM1: Counter measure 1 NDC 2016 Updated NDC 2021 Enhanced NDC 2022
scenario, kondisi dengan BAU CM1 cM2 BAU CM1 cM2 BAU | CM1 | CM2
Helbijsian.adapteshian Energi | 1669 | 1355 | 1271 | 1669 | 1.355 | 1.223 | 1.669 | 1.311 | 1.223
mitigasi perubahan iklim
melalui usaha sendiri Limbah 296 285 270 296 285 256 296 256 253
scenario, kondisi dengan Pertanian | 119,66 | 110,39 | 115,86 | 120 10 16 | 19,66 | 110 108
kebijakan adaptasidan
mitigasi perubahan iklim Kehutanan | 714 | 217 64 714 | 217 | 22 | 714 | 214 | -5
menggunakan bantuan TOTAL |2.869| 2.034 | 1.787 | 2.869 | 2.034 | 1.683 | 2.869 | 1.953 | 1.632
internasional
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca
Sekior ' Lﬁﬁon NDC 2016 Updated NDC 2021 Enhanced NDC 2022
setara Jutaton Persentase jutaton Persentase Jutaton Persentase
COo2) setara CO2 dari BAU setara CO2 dari BAU setara CO2 dari BAU
CM1 | CM2 | CM1 | CM2 | CM1 | CM2 | CM1 CM2 | CM1| CM2 cmi cM2
Energi 1.669 314 | 398 1% | 14,0% | 314 | 446 1% 15,5% | 358 | 446 | 12,5% 15,5%
Limbah 296 1 26 [0,38% | 1,0% 1 40 |10,38% | 1,4% | 40 | 435 1,4% 1,5%
: Industri 69,6 272 | 3,25 | 0,1% | ONM% 3 3,25 | 0,10% | O1% 7 9 0,2% 0,3%
i Pertanian 19,6 9 4 0,32% | 0,13% 9 4 0,32% | 0,13% | 10 12 0,3% 0,4%
Kehutanan 714 497 | 650 | 17.2% | 23% | 497 | 692 | 17,2% | 241% | 500 | 729 17,4% 25,4%
 TOTAL 2.869 834 | 1.081 | 29% | 38% | 834 | 1185 | 29% 41% | 915 | 1.240 | 31,89% | 43,20%
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